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 The war between Israel and Gaza resistance militias, led by 

Hamas, since October 2023 has involved the presence of 

prisoners, both from the Israeli and Palestinian sides. This 

article discusses Qatar's diplomatic strategy in the prisoner 

exchange agreement as part of the four-day ceasefire 

agreement between Hamas and Israel in November 2023. The 

achievement of the ceasefire agreement, including the 

exchange of hostages, is the result of Qatar's foreign policy, 

which positions it as a neutral middle power. To establish this 

ceasefire, Qatar has used niche diplomacy as an instrument of 

its foreign policy. This research was conducted using a 

qualitative method and found that Qatar has carried out niche 

diplomacy with several strategies, namely conciliating 

builder, bridging builder and integrating builder. 
 

   

Kata Kunci  ABSTRAK 

diplomasi niche, gencatan senjata, Hamas, 

Qatar, Israel, pertukaran sandera 

 

 Perang antara Israel dan milisi-milisi perlawanan Gaza, yang 

dipimpin oleh Hamas, sejak Oktober 2023 telah melibatkan 

keberadaan tawanan, baik dari pihak Israel maupun Palestina. 

Artikel ini membahas strategi diplomasi Qatar dalam 

kesepakatan pertukaran tawanan sebagai salah satu bagian dari 

persetujuan gencatan senjata empat hari yang dijalin antara 

Hamas dan Israel pada November 2023. Tercapainya 

kesepakatan gencatan senjata, termasuk di dalamnya 

pertukaran sandera, merupakan hasil dari kebijakan luar negeri 

Qatar yang memosisikan diri sebagai middle power yang 

netral. Dalam upaya menjalin gencatan senjata ini, Qatar telah 
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menggunakan niche diplomacy sebagai instrumen kebijakan 

luar negerinya. Riset ini dilakukan dengan metode kualitatif 

dan menemukan bahwa dalam kasus ini Qatar telah melakukan 

niche diplomacy dengan sejumlah strategi, yaitu conciliating 

builder, bridging builder dan  integrating builder. 

 

PENDAHULUAN 
Qatar adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut dengan populasi 

mayoritas muslim yang berada di semenanjung Arab di Teluk Persia. Qatar berbagi perbatasan teritorial 

dengan tiga negara monarki Teluk lainnya, yaitu Arab Saudi Arabia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, 

serta negara Republik Islam Iran. Selama dua dekade, Qatar telah menanamkan pengaruh di regional 

Arab dan Timur Tengah. Pada aspek pertahanan dan keamanan nasional, Qatar membina aliansi militer 

bersama Amerika Serikat (AS). Qatar juga membangun hubungan baik lintas aktor yang sering 

berselisih satu sama lain, seperti kelompok Islam Sunni Ikhwanul Muslimin (IM), kelompok Hamas di 

Gaza,  Taliban di Afghanistan, maupun Iran yang menganut mazhab Syiah, Turki, bahkan Israel 

(Katzman, 2021:2; Policy, 2024). 

Sejumlah peneliti mengategorisasikan Qatar sebagai small power Arab yang menerapkan prinsip-

prinsip kebijakan luar negeri (KLN) yang aktif, independen, netral, dan non-blok (Fromm, 

2019:11;Yaari, 2021:148). Namun, Kawakibi (2022) menulis bahwa telah terjadi transformasi di mana 

Qatar bisa masuk sebagai kategori middle power di Timur Tengah, karena negara ini memiliki sumber 

daya keuangan yang melimpah dan seiring dengan itu, muncul elit politik baru dengan rencana strategis 

yang membawa transformasi Qatar menjadi kekuatan menengah regional yang melakukan kebijakan 

luar negeri yang lebih independen dan peran regional yang lebih aktif. Menurut konstitusi Qatar tahun 

2005, prinsip kebijakan luar negeri Qatar adalah memperkuat perdamaian dan keamanan internasional 

dengan cara mendorong penyelesaian sengketa internasional secara damai. Dengan kata lain, Qatar 

mengupayakan mediasi konflik (gco.gov.qa, 2016). Mediasi ini dianggap sebagai doktrin kebijakan luar 

negeri Qatar (Azem, 2024:3). Sebelum tahun 2011, Qatar telah merancang keunggulan komparatif yaitu 

memosisikan Qatar sebagai mediator konflik intra-regional Timur Tengah (Mills & Al-Mughrabi, 

2023). Melalui modal politik, keuangan dan prinsip-prinsip KLN yang aktif, independen, netral dan non 

blok, Qatar telah menjadi mediator konflik inter-regional Arab dan Timur Tengah. 

Selama era Musim Semi Arab dan pascakrisis Teluk 2017, aktivitas dan peran mediasi Qatar 

mengalami penurunan di regional Arab dan Timur Tengah (Milton et al., 2023:1). Pasca penyelesaian 

Krisis Teluk 2021 (di mana Qatar berseteru dengan Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk lain), 

peranan mediasi konflik Qatar sebagai pihak ketiga mendapatkan atensi kembali, antara lain dengan 

menjadi mediator dalam perjanjian AS dengan kelompok Taliban Afghanistan (Milton et al., 2023:1). 

Aktivitas dan peranan Qatar melalui mediasi konflik pihak ketiga ditunjukkan kembali dalam masa 

serangan Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Peristiwa ini bermula dari serangan kelompok-

kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina, yang dipimpin Hamas, pada tanggal 7 Oktober 2023 ke 

sejumlah wilayah Israel setelah sebelumnya Israel melakukan penyerbuan dan kekerasan ke Masjid Al-

Aqsa selama bulan Ramadhan 1445 H (English.aawsat, 2024). Peristiwa ini  membawa implikasi luas 

bagi situasi sosial Israel dan Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu (Qatar dan Israel) (Walt & 

Mearsheimer, 2006:62; Yaari, 2020:15; Zanotti, 2024:2).  

Perang antara kelompok-kelompok perjuangan Palestina di Gaza (yang dipimpin Hamas) dengan 

Israel, masih berlangsung hingga artikel ini ditulis (Juli 2023), hampir 300 hari.  Namun artikel ini akan 

berfokus pada dinamika perang hingga bulan November 2023, di mana pada masa itu terjadi negosiasi 

antara Hamas (sebagai wakil dari seluruh faksi perjuangan kemerdekaan Palestina di Gaza) dan Israel 

yang dimediasi Qatar, yang membawa hasil adanya kesepakatan pertukaran sandera. Qatar melakukan 
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kolaborasi dengan dua mediator lainnya, yaitu AS dan Mesir (England, 2024). Ketiga mediator tersebut 

mendorong Hamas dan Israel untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil kedua negara, termasuk 

pertukaran tawanan, mendorong gencatan senjata, dan dibukanya jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza 

(Zanotti & Sharp, 2024:2). 

Keterlibatan Qatar sebagai mediator pihak ketiga bersama AS dan Mesir  mempertimbangkan 

adanya hubungan yang cukup dekat antara Qatar dengan Hamas dan diterimanya Qatar oleh Israel. 

Hubungan Qatar-Hamas dan Qatar-Israel sudah terjalin jauh sebelumnya, antara lain tercatat dalam 

dukungan perdamaian Arab-Israel berdasarkan Prakarsa Perdamaian Arab 2002. Prakarsa ini didukung 

juga oleh Liga Arab dan komunitas internasional (Aljazeera, 2020; Hirtsani, 2014) 

Setelah melalui upaya-upaya mediasi, akhirnya pada tanggal 24 November 2023, komitmen 

perdamaian temporal berupa gencatan senjata keduanya dilaksanakan selama empat hari yang 

selanjutnya diperpanjang menjadi sepekan; di dalam kesepakatan ini juga ditetapkan pertukaran 80 

tawanan Israel dengan 240 tawanan Palestina (Mills & Al-Mughrabi, 2023). 

Keunikan Qatar sebagai mediator di Timur Tengah, dibandingkan aktor lainnya, seperti Arab Saudi 

dan Mesir, adalah citranya yang independen dan non-blok, tanpa membawa preferensi khusus maupun 

ideologi tertentu bagi aktor-aktor yang berkonflik (Kamrava, 2011:2). Qatar memiliki kapabilitas untuk 

menjalin hubungan dengan lintas aktor (cordial ties) (Yaari, 2020:21, 2021:28). Di samping itu, ada 

faktor dukungan AS terhadap Qatar dalam proteksi keamanan nasional Qatar (Simon & Stevenson, 

2023). Sebelum negosiasi November 2023, Qatar juga terlibat dalam perundingan persatuan nasional 

Palestina dengan mengundang dua partai terbesar di Palestina, yaitu Fatah dan Hamas ke perundingan 

di Doha secara berturut-turut pada tahun 2012, 2014 dan 2016 (Levitt, 2023; Qarjouli, 2023; Roberts, 

2019). 

Terkait peranan Qatar sebagai mediator di Timur Tengah, ditemukan sejumlah penelitian yang 

dilakukan sebelumnya. Restrukturisasi kebijakan luar negeri monarki Arab Teluk akibat Arab Springs 

telah menempatkan Qatar sebagai mediator aktif dan independent di Timur Tengah (Álvarez-Ossorio 

& Garcia, 2021:1). Peneliti lain menyimpulkan bahwa posisi ini didapat Qatar sebagai hasil dari 

penggunaan soft power dan menjunjung tinggi prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum 

internasional (Alqashouti, 2021:2). Penelitian lain membahas tentang peningkatan keterlibatan peranan 

small states, dalam hal ini Qatar, dalam penggunaan subtle power pada proses internasional dan definisi 

ulang peranan dalam sistem internasional serta didasari strategi pertahanan diri dan aliansi (Al-Malki 

et al., 2023; Kamrava, 2017; Mohammadzadeh, 2017; Fromm, 2019).  

Riset terkait yaitu penyanderaan telah dilakukan para peneliti, antara lain, penggunaan instrumen 

kebijakan luar negeri diplomasi,  yang meliputi tugas negosiasi dan mediasi, terbukti efektif sebagai 

solusi krisis penyanderaan pada konflik skala kecil yang bergantung pada komitmen dan reliabilitas 

aktor (Istikharoh, 2017; Vetra Raisha et al., 2024; Wangke, 2016). Selanjutnya, (Almadani, 2018; 

Fraihat, 2020) meneliti krisis blokade Qatar di tahun 2017 oleh negara-negara Arab Teluk lainnya yang 

menguji pertahanan dan memberikan keuntungan signifikan tetapi berdampak negatif terhadap isu 

Palestina. (Eddin & Rahma, 2021:1,2) meneliti keterlibatan Qatar dalam isu Palestina adalah 

disebabkan oleh upaya melindungi keamanan dan kedaulatan, memegang solidaritas Arab dan Islam, 

serta mengambil peran selaku mediator konflik Palestina-Israel di regional Timur Tengah . 

Dalam riset-riset terdahulu di atas, secara garis besar ditemukan bahwa aktivitas Qatar sebagai 

mediator konflik adalah bagian dari kebijakan luar negerinya, yang melibatkan salah satu instrumen 

penting KLN, yaitu diplomasi. Sejauh ini, belum ada kajian yang difokuskan terhadap strategi diplomasi 

Qatar dalam pembebasan tawanan pada kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel bulan November 

2023. Artikel ini akan membahas strategi diplomasi tersebut dengan menggunakan konsep niche 

diplomacy. 
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KERANGKA KONSEPTUAL 

Niche Diplomacy 

Cooper (1998) menggagas domain “niche” dari dinamika tatanan global era pasca-Perang Dingin 

yang mana fungsi kepemimpinan hirarki tradisional kaku di era bipolar menjadi tidak lagi relevan dan 

menyoroti terbukanya peluang bagi aktor-aktor negara lain dalam mengisi kepemimpinan pada konteks 

bentuk dan ruang lingkup aktivitas diplomasi niche (Cooper, 1997:4). Secara kebahasaan, niche 

bermakna “posisi atau minat yang memungkinkan seseorang atau sesuatu berkembang dalam 

lingkungan tertentu” (dictionary.com). Pada operasionalisasi domain diplomasi yang lebih mendalam, 

“niche” menawarkan sebuah instrumen untuk menganalisis perilaku negara middle power secara lebih 

sistematis. Penekanan diberikan untuk menelaah secara kategoris perilaku negara middle power dalam 

hal area, sektor atau isu spesifik yang menjadi target aktivitas. Kontras dengan negara great power, 

negara middle power tidak memiliki kapabilitas untuk beroperasi dengan cara yang berpengaruh pada 

seluruh spektrum kebijakan di samping ada pertimbangan berupa unsur-unsur seleksi yang terlibat 

dimana kelompok negara harus memprioritaskan isu spesifik di antara berbagai fungsi. Maka dari itu, 

suatu konstruksi keunggulan komparatif negara kegiatan harus dimunculkan (Cooper, 1997:6)  

Setidaknya ada tiga strategi niche diplomacy, yang meliputi peran mendamaikan, menghubungkan, 

dan mengintegrasikan (to conciliate, to interconnect and to integrate) Seterusnya tiga strategi ini 

dikonsepkan menjadi conciliate building/ good officer, interconnect building/ bridge building dan 

integrate building/ planetary management/ catalyst yang akan mendeskripsikan peran-peran diplomasi 

niche Qatar (Cooper, 1997:55-61).  

Pertama, negara akan bertindak sebagai conciliating builder/good officer atau pembangun 

konsiliasi. Peran ini ditujukan secara inklusif sebagai berbagai macam penyelesaian sengketa dan 

resolusi konflik oleh pihak ketiga, diluar arbitrase formal; atau metode ajudikasi lainnya. Pada dasarnya, 

good office diplomacy berperan bukan hanya sekedar post office bagi pihak-pihak yang bersengketa 

tetapi bisa juga bertindak sebagai narahubung yang jujur atau honest broker. Kadangkala, mediator 

dapat memberikan saran-saran substantif untuk membangun saling pengertian dan pertukaran 

pengetahuan dalam konteks persiapan dalam penyelesaian tawar menawar yang dirundingkan. 

Kedua, negara mengambil peran sebagai bridging builder/ interconnecting dalam upaya-upaya 

terciptanya tahapan kolektif dalam menjalankan solusi demi mewujudkan pencapaian bersama. Fungsi 

ini menjadi ruang dan ajang negara middle power dalam memanfaatkan statusnya sebagai penyeimbang 

kekuatan untuk melangsungkan negosiasi bersama negara great power sampai dengan terwujudnya 

hubungan internasional yang dinamis.  

Ketiga, negara berperan sebagai integrating builder/ planetary management/ catalystator atau 

pembangunan terpadu (katalisator). Fungsi ini lebih bersifat sistemik yang ditujukan untuk 

mengintegrasikan negara ke sistem internasional. Ketergabungan dalam lembaga dan jabatan formal 

pada organisasi internasional menyediakan peluang yang tidak terbatas. Kombinasi tiga fungsi ini 

dibutuhkan oleh negara mediator pihak ketiga agar bisa diandalkan pihak yang bersengketa.  

 

METODE RISET 

Riset ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menganalisis data-data berupa dokumen 

tertulis, maupun dokumen audio-visual dengan tujuan untuk mendokumentasikan pengalaman di 

lapangan dan merefleksikannya ke kondisi eksistensial (Creswell, 2013; Saldana, 2011:5,8). Secara 

khusus, pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah studi kasus yang merupakan metode dengan  fokus 

pada suatu unit analisis dalam suatu periode tertentu (Saldana, 2011:9). Dalam hal ini, fokus riset adalah 

strategi diplomasi dalam mencapai kesepakatan pembebasan tawanan pada gencatan senjata Hamas-
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Israel November 2023. Kemudian, analisis data dilakukan melalui tiga alur yaitu data condensation, 

data display and conclusion drawing (Matthew et al., 2014:31,33).  

 

PEMBAHASAN   

 

Pilar-Pilar Kebijakan Luar Negeri Qatar 2003-2024 

Dari sisi struktur sosial, secara umum Qatar memiliki karakteristik identik dengan Palestina, 

keduanya menempati geografis regional Arab, Timur Tengah, dominan Islam, namun Qatar 

teritorialnya dekat dengan Teluk Persia. Secara politis Qatar merupakan monarki Arab absolut yang 

dipimpin oleh seorang Amir (Raja) dan menempati teritorial sejumlah 11.572 km persegi dengan 

bilangan penduduk 2.668.811 jiwa. Secara ekonomi, Qatar digolongkan ke dalam jajaran negara kaya 

dunia menurut pendapatan nasional buah dari aktivitas ekspor minyak dan gas. 

Praktik kebijakan luar negeri Qatar sedikit unik dibandingkan dengan negara regional Arab dan 

Timur Tengah lainnya yang cenderung menerapkan kristalisasi nilai-nilai independen dan non-blok 

(Yaari, 2020). Namun demikian, dalam aspek keamanan Qatar memilih beraliansi dengan AS. Hal ini 

terlihat sejak peristiwa Perang Teluk 1991 di mana Irak melakukan invasi militer terhadap Kuwait. 

Qatar mengambil kebijakan aliansi militer dengan AS demi keamanan nasionalnya, sebagai respon 

terhadap kandasnya ide sistem pertahanan kolektif Arab (Saidy, 2018). 

Pasca empat dekade kemerdekaan, Qatar melakukan transformasi politik menjadi lebih demokratis 

dengan menetapkan konstitusi nasional pada tahun 2005 (Shafik, 2023). Kebijakan luar negeri yang 

independen, netral dan fleksibel berdasarkan dialog, diplomasi preventif, mediasi, good office, dan 

penyelesaian sengketa secara damai, serta menjunjung tinggi prinsip non-intervensi negara lain dimuat 

di konstitusinya pada pasal 7  (Fromm, 2019:20,13) 

Prinsip kebijakan luar negeri ini mengadopsi kombinasi antara upaya diplomatik, piagam universal 

PBB yang mempromosikan perdamaian, keamanan internasional, dan azas-azas hukum internasional. 

Prinsip itu dikombinasikan dengan elemen-elemen yang mencakup koneksi politik kuat dan sumber 

daya keuangan cukup sehingga membuat Qatar memiliki reliabilitas dan kenetralan serta 

mengkonkretkan Qatar selaku mediator yang dapat diandalkan di regional Timur Tengah (Alqashouti, 

2021:84). Selain memainkan peran aktif promosi mediasi, Qatar juga melakukan koordinasi dan kerja 

sama bersama Dewan Keamanan (DK) PBB dan the Group Friend of Mediation (Harkness, 2020; Al-

Hashami&Ahmad, 2023). 

 

Kebijakan Luar Negeri Qatar sebagai Middle Power  

Berdasarkan rekam jejak politik luar negerinya, perilaku Qatar merefleksikan perilaku negara yang 

melebihi klasifikasi negara small power di regional Arab dan Timur Tengah. Selain pendapat Kawakibi 

(2022) mengenai Qatar sebagai middle power di Timur Tengah, bila kita merujuk pada karakteristik 

negara middle power yang dikemukakan Jordaan (2003), Qatar telah menunjukkan perilaku kebijakan 

luar negeri yang menstabilkan dan melegitimasikan tatanan global dengan mendorong  aktivitas bersifat 

multilateral dan kooperatif.  

Selain itu, perilaku middle power non-tradisional cenderung mengadaptasi transformasi global 

reformis non-radikal, menampilkan orientasi regional yang kuat, mendukung integrasi regional, dengan 

diiringi mengkonstruksi identitas berbeda dengan negara-negara lain, dalam hal ini antara Qatar dengan 

negara-negara Arab Teluk lainnya (Efstathopoulos, 2023:1,2).  

Politik luar negeri Qatar pada pasca transisi kepemimpinan Emir Hamad bin  Khalifa Al Thani 

(1995-2013) kepada Emir muda Emir Tamim bin Hamad Al Thani (2013-sekarang) menunjukkan 

konsistensi keberlanjutan menggunakan pendekatan yang memprioritaskan keamanan nasional, 
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memproyeksikan soft-power, dan meneruskan intervensi ekstensif urusan-urusan regional Arab Timur 

Tengah  termasuk isu Palestina  (Hammond, 2014). 

Sebelum perang 7 Oktober, Emir Tamim (2013-sekarang), baik secara personal maupun perwakilan 

resmi dalam konteks Palestina, adalah aktor di Teluk yang paling vokal menyerukan solusi perdamaian 

melalui two state solution dengan perbatasan tahun 1967 dan keadilan bagi bangsa Palestina (Elmalı, 

2024:23). Kepedulian Tamim dalam isu Palestina tercermin pada narasi penyampaian saat 

pelantikannya sebagai pemimpin Qatar di tahun 2013 dengan berkomitmen pada solusi dua negara dan 

diprakarsai perdamaian Arab 2002 (gco.gov.qa, 2024).  

Nilai-nilai aktif dan independen yang ditindaklanjuti melalui intensitas keterlibatan kegiatan mediasi 

dan negosiasi dalam regional Timur Tengah merepresentasikan karakteristik Qatar sebagai middle 

power, alih-alih hanya small power  yang perannya sebatas mendamaikan, menghubungkan, dan 

mengintegrasikan (to conciliate, to interconnect and to integrate). Pada kasus pembebasan tawanan ini, 

Qatar melakukan tiga strategi pembebasan yaitu  pembangunan konsiliasi (conciliation builder), 

pembangun jembatan (bridge builder) dan pengatur tata kelola (planetary manager). 

Pada conciliation building, Qatar menggagas konsiliasi yang melibatkan kedua pihak bertikai secara 

langsung, yaitu elit Hamas dan elit Israel. Pembangunan konsiliasi ini dilakukan melalui upaya 

mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian 

konflik tersebut dengan mengundang mereka untuk mediasi perundingan ke Doha, ibukota Qatar.  

Langkah yang dilakukan Qatar pada November 2023 tersebut berhasil melahirkan kesepakatan 

pertukaran tawanan, dengan jumlah 105 orang Israel (termasuk warga negara asing) dan 240 orang 

Palestina (timesofisrael.com, 2024). Keberhasilan implementasi awal ini pada akhirnya akan membantu 

strategi selanjutnya yaitu upaya pembangunan jembatan (bridge builder). 

Pada strategi kedua ini, Qatar mengemban wewenang menjadi jembatan, narahubung, atau mediator 

kepentingan antara lintas aktor baik negara berpengaruh di regional. Maka dari itu, keterlibatan dalam 

proses ini dapat mendongkrak citra Qatar sebagai good international citizenship dalam mewujudkan 

kepentingan bersama.  

Pada rincian domain integrating builder/catalyst/ planetary manager, Qatar mengemban tugas 

mengoperasionalkan prinsip-prinsip perdamaian internasional di tingkat regional dengan tujuan agar 

prospek pembangunan integrasi yang dilaksanakan berjalan sebagaimana  mesti dengan aturan 

universal yang berlaku. Berikut ini rincian analisis mengenai strategi niche diplomacy Qatar dalam 

kasus pembebasan sandera November 2023. 

 

1. Qatar sebagai Conciliate Building 

Strategi konsiliasi ini merupakan suatu upaya kesepakatan bersama dengan menghadirkan pihak-

pihak yang bersengketa.   Pembentukan konsiliasi yang dimaksud berlandaskan adanya keselarasan 

prinsip dan ide oleh para pihak yang bersengketa. Peran yang digunakan negara mediator dalam 

pembentukan konsiliasi adalah menjalin kepercayaan dengan segala aktor. Dengan begitu, perwujudan 

kepentingan negara mediator pihak ketiga dapat tercapai melalui upaya kolektif. Sesuai kapabilitasnya 

sebagai negara middle power, Qatar membentuk beberapa konsiliasi sebagai negosiator dan fasilitator 

petinggi-petinggi Hamas dan Israel ke Doha dan berkomitmen sebagai honest broker yang aktif dan 

independen terhadap keduanya (Thani, 2023). 

Qatar memfokuskan solusi dalam krisis Hamas-Israel ini dan mencegah penyebaran konflik ini ke 

wilayah lainnya dengan menyepakati gencatan senjata, memberikan kemudahan akses bantuan 

kemanusiaan, dan membebaskan tawanan yang berasal dari Israel, serta pembebasan orang-orang 

Palestina yang ditahan oleh Israel (Azem, 2024:7). Pada 24 November 2023, mulai dilakukan 

pertukaran tawanan, di mana total sandera dari Israel yang dibebaskan adalah 105 orang (termasuk 

warga negara asing) dan orang Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel adalah 240 orang 
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(timesofisrael.com, 2024). Dalam hal ini, konsiliasi yang ditunjukkan Qatar memiliki keselarasan 

tujuan dengan mitra kolaborasinya AS dan dan pihak yang bersengketa Hamas dan Israel. 

Pembangunan konsiliasi informal mediasi juga dilakukan Qatar melalui dukungan pemberian 

akomodasi dan finansial  kepada pihak-pihak yang bertikai untuk mempercayai Qatar sebagai honest-

broker (Barakat, 2021:14). Qatar juga melakukan hal yang sama kepada Hamas-Israel 2023 saat 

perundingan konsiliasi damai digelar.  

 

2. Qatar sebagai Bridge Builder 

Bridge builder atau narahubung kepentingan oleh negara mediator diimplementasikan dalam dua 

bentuk peran. Pertama, negara mediator menjadi normative balancing artinya mengimbangi keberadaan 

great power. Penyeimbangan kekuatan tidak memiliki tendensi konfrontatif tetapi lebih kepada 

penyesuaian kepentingan di tengah perbedaan, sehingga muncul hubungan yang lebih dinamis.  

Kedua, negara mediator pihak ketiga akan menjadi fasilitator bagi great power. Negara mediator 

mengakomodasi kepentingan yang ada untuk mendistribusikan kekuatannya untuk menyelesaikan 

permasalahan internasional. Strategi ini menjadi salah satu upaya negara mediator untuk menjadi good 

international citizenship. 

 Qatar menunjukkan kapabilitasnya sebagai narahubung kepentingan antara AS, Israel, dan Palestina 

dalam memediasi konflik Hamas-Israel guna mewujudkan konsiliasi lebih lanjut. Perdana Menteri (PM) 

dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani menekankan 

bahwa Qatar berkomitmen menjadi mediator yang jujur dalam isu Palestina, regional, maupun 

internasional (Aljazeera, 2024). 

Beberapa jam setelah operasi serangan 7 Oktober 2024 yang dilakukan Hamas, Qatar dengan 

dukungan AS dan Israel memulai mediasi pembebasan tawanan dengan Hamas. Qatar memprioritaskan 

pembebasan tawanan-tawanan wanita sipil Israel dan warga negara AS (Azem, 2024:7).  

 

3. Qatar sebagai Planetary Manager 

Qatar sebagai Planetary Manager atau pengelolaan ruang mencangkup pengelolaan pengaruh 

dalam proses berskala dunia (Newton, 1999:1,2). Strategi ini juga bisa disebut sebagai integrator 

builder (katalisator). Planetary Management direalisasikan oleh negara middle power dengan 

melakukan “positive inducement” dalam upaya penyelesaian masalah internasional.  Upaya ini 

diterapkan dengan cara melakukan upaya persuasif kepada negara lainnya agar menaati norma 

internasional yang memiliki keterhubungan dengan inti permasalahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh 

negara-negara middle power dengan tujuan untuk mempertahankan legitimasinya sebagai mediator. 

Sebagai upaya perwujudan pembangunan konsiliasi berkelanjutan, Qatar menegakkan norma non-blok 

dan neutrality sebagaimana yang termuat dalam konstitusinya. 

Aksi penahanan orang Israel oleh Hamas bukan sebuah kasus baru yang dimediasi oleh pihak ketiga. 

Kekalahan yang diterima Israel lewat penyanderaan seorang perwira-nya Israel oleh Hamas rentang 

tahun 2006-2011 berakhir dengan pertukaran 1027 tawanan Palestina melalui mediasi Mesir 

(Schweitzer, 2022:24; timesofisrael.com, 2023). Kekalahan yang diderita Israel melalui perang 

menghadirkan negosiasi alot serta berbagai pendekatan yang digunakan terhadap Hamas untuk 

melakukan pertukaran tawanan serta bermediasi dengan mereka. Tawar-menawar ini menjadikan posisi 

Hamas sebagai aktor non-negara yang diperhitungkan di Timur Tengah (Schweitzer, 2022:25). Pada 

konteks riset ini, kasus penyanderaan orang-orang asal Israel (termasuk warga asing) oleh Hamas pada 

perang 2023 hampir mempunyai kesamaan dengan kasus-kasu sebelumnya, namun berbeda dalam hal 

pihak mediatornya, sehingga memunculkan analisis yang berbeda.  
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Dinamika Hubungan Qatar, Hamas, dan Israel 

Upaya-upaya memediasi konflik Palestina-Israel telah dilakukan oleh beberapa negara Arab selain 

Qatar, baik yang terikat diplomatik atau tidak, seperti Mesir dan Arab Saudi. Mesir dan Arab Saudi 

sebagai mediator regional tradisional Arab sering kali menemukan hambatan dalam penanganan titik-

titik perseteruan di regional Arab, seperti yang terjadi pada konflik Yaman, konflik Darfur di Sudan 

dan konflik Palestina-Israel di Jalur Gaza. Hambatan ini tidak dijumpai oleh Qatar sebagai mediator 

konflik kontemporer Arab yang leluasa memediasi tiga konflik di atas dengan intens pada tahun 2006-

2010 (Kamrava, 2013). Potensi dan tantangan prospektif Qatar sebagai mediator sangat siginfikan 

selama musim panas 2009 ketika berlangsungnya serangan militer Cast Lead Operation oleh Israel 

terhadap teritorial Palestina di Jalur Gaza. Sejak tahun 2012, kedekatan pemerintah Qatar dengan 

Hamas yang merupakan partai politik Palestina pemenang pemilu 2005, terjalin baik, bahkan ibu kota 

Qatar, Doha, menjadi rumah bagi kepemimpinan Politik Hamas. 

Hubungan ketiga aktor (Qatar, Hamas, Israel) saling terhubung secara tidak langsung. Intensitas 

kedekatan hubungan Qatar-Hamas menguat ketika Liga Arab tidak mampu melaksanakan mediasi 

konflik domestik regional mereka. Ketidakberdayaan ini mengundang Qatar, Arab Saudi, dan Mesir 

mengisi peran tersebut (Alqashouti, 2021:3; Felsch, 2020:6). Namun,  hanya Qatar satu-satunya yang 

mempunyai kapabilitas jejaring komunikasi lintas aktor (cordial ties). Qatar memediasi konflik Hamas-

Israel untuk pertama kalinya pada kasus serangan Israel 2009 ke Jalur Gaza,. Dukungan politis kembali 

ditampakkan Qatar melalui pembukaan kantor Biro Politik Hamas di Doha, Qatar pada tahun 2012. 

Dukungan kemanusiaan dan finansial kepada Hamas secara khusus dan Otoritas Palestina di Ramallah 

setiap tahun juga diberikan sejak tahun 2012 (Alavi, 2021; Mughrabi, 2021; Padash et al., 2019).  

Dalam level diplomatik resmi, hubungan bilateral Qatar-Israel terbilang stagnan (Keay, 2023; Najdi 

& Restle, 2023; Yossef, 2021). Pasca Kesepakatan Oslo I dan II, Qatar menjadi negara Arab pertama 

yang membuka kantor dagang dengan Israel tahun 1995, hubungan keduanya membeku setelah 

Intifadah sejak tahun 2002 hingga saat ini (Haaretz, 2021; Ravid, 2020). Meski tidak memiliki 

hubungan diplomatik resmi dengan Israel, Qatar memiliki peran sebagai mediator, melebihi negara-

negara Arab yang sudah menormalisasi hubungan dengan Israel (seperti UAE dan Bahrain) (Stivachtis, 

2018). Bahkan, ketika perang Hamas-Israel terjadi sejak 2023, hubungan komunikasi antara intelijen 

AS (CIA), intelijen Israel (Mossad), dan Politbiro Hamas, terjalin secara ekstensif di Doha (Al Arabiya, 

2023; Lis, 2024; Reuters, 2023). Ini menunjukkan kemampuan Qatar dalam membangun 

interconnecting building di Timur Tengah. 

Mediasi merupakan strategi yang memungkinkan dilakukan dalam pembebasan tawanan asal Israel 

di Jalur Gaza. Karena, semakin lama sandera ditawan Hamas semakin berbahaya apalagi ditengah 

eskalasi serangan Israel yang menyasar secara acak. Konsiliasi Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani 

kepada Hamas yang memiliki Biro Politik di Doha dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan 

pembebasan tawanan dari Hamas guna menimbang  hubungan dan dukungan yang terjalin baik antara 

pemerintah Qatar dan Hamas. 

 

KESIMPULAN 

Perang yang terjadi antara Israel dan kelompok-kelompok perjuangan Palestina di Gaza, yang 

dipimpin oleh Hamas, telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga saat artikel ini ditulis. Artikel ini 

berfokus pada fenomena bulan November 2023, di mana kesepakatan gencatan senjata sementara antara 

Hamas (sebagai wakil dari seluruh faksi perjuangan kemerdekaan Palestina di Gaza) dan Israel telah 

tercapai, di mana salah satu poin penting kesepakatan ini adalah pertukaran tawanan. Kesepakatan ini 

dimediasi oleh Qatar dengan berkolaborasi dengan dua mediator lainnya, yaitu AS dan Mesir. Poin-

poin lain dalam kesepakatan gencatan senjata itu adalah gencatan senjata sementara dan dibukanya jalur 

bantuan kemanusiaan dari perbatasan Rafah masuk ke Gaza. 
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Keterlibatan Qatar sebagai mediator merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Qatar yang 

dilandasi oleh prinsip-prinsip mewujudkan perdamaian dan keamanan regional Timur Tengah. Maka 

dari itu, Qatar menerapkan strategi niche diplomacy,  yaitu pembangunan konsiliasi (conciliation 

builder), pembangun jembatan (bridge builder) dan pengatur tata kelola (planetary manager). Dalam 

pelaksanaan strategi ini, Qatar memprioritaskan penurunan eskalasi konflik, pembebasan tawanan, dan 

kemudahan bantuan kemanusiaan memasuki zona perang. Hasil penting dari strategi ini adalah 

pembebasan 105 tawanan Israel (termasuk warga negara asing) yang ditukar dengan 240 orang 

Palestina yang ditahan oleh Israel. 
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